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Menimbang          :   a.    bahwa untuk mewujudhan visi dan mini Kampung yang
telah      disepakati      bersama      dalam      mewujudkan
pembangunan  yang   berorientasi   pada   kebutuhan   rill
masyarakat         perlu         dirumushan         pelaksanaan
pemt]angunan   haik   skala   kanpung   den   atau   skala
distrik/kabupaten;

b.    bahwa  untuk  melakeanqhan  pembangunan  haik  dalam
shala   lcampung   diperluhan  pelaksanann  yang   sesuai
dengan  daltar  shala  prioritas  pemhangumn  balk  fisik
maupun    ekonomi,    sosial   dan    budaya   yang    telah
terakomodir  de]am  RPJMKanpung,  maka  peulu  dibuat
Rencana Keria Pembangunan Kampung (RKPK|;

c.    Bahwa     RKPK  tersebut  menipakan  Rencana  Strategis
Tchunan Pembangumn Kampung yang menggam.hariran
arah    prioritas    kebijakan    kanpung   berhait   dengan
prioritas    program    den    kegiatan    serta    kemanpuan
pendanaannya yang ditetaphan dengan Peratumn Kepa]a
Kampun8;

bahwa    sehubungan  dengan  hal  tersebut  dintas,  perlu
menetapkan Peraturari Kepala Kanpung tentang Rencana
Ketia Pemhangunan Kampung (RKPK) Kadun Jaya Tantm
2022;

Mengingat  :    1.    Undang-undang     Nomor     28     Tahun     1999     tentang
Penyelenggaraan Negara Bchas KKN;



2.    Undang-undang     Nomor    45     Thhun     1999     tentang
Pembentukan   Kabupaten   Mindka   menjadi   Kabupaten
Otonom;

3.    Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang  Otonomi
Khusus bagi Provinsi  Papua;

4.    Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negan;

5.    Undang-undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan Pemhangunan Nasional;

6.    Undang-undang     Nomor     23     tahun     2014     tentang
Pemerintahan  Daerah;

7.    Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
8.    Peraturmi  Pemerintah  Nomor  54  Tahun   1996   tentang

Kecamatan Miinika ditetapkan Mimika ditetapken sebagal
Kabupaten Administratif;

9.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  tahun
2014 tentang Deca;

10.  Peratunan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber drri
APBN;

11.  Perat-Presiden No.104/2021 Tentapg Rincian APBN
Tchun 2022;

12.  Permendagri  Nomor  111  Thhun  2014  tentang  Pedoman
telmis Peraturan Desa;

13.  Pemendagri Nomor  112  Tahun  2014  tentang pemilihan
Kepala desa;

14.  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolalan
Keuangan Desa;

15.  Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman
Pembangunan Desa;

16.  Perinendegri Nomor  39  Tahun  2015  tentang Penomoran
dan Kode wilayah administrasi pemerintahan Distrik dan
Kampung Kabupaten Minika;

17.  Permendesa  Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Pedoman
kewenangan berdasal`kan hak asal usul den kewenangan
local berskala desa;

18.  Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata
tertib      dan      mekanisme      pengambilan      keputusan
musyawarch dean;

19.  Permendesa Nomor 3 Thhun 2015 tentang Pendanpingan
Deca;

20.  Peraturan bersana Menteri Desa,  Pembangunan Daerah
Tertinggal,  dan  'Ihansmigrasi  RI  Nomor  1  Tahun  2015
tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa;

21.  Peraturan bersama Menteri Desa,  Pembangunan Daerah
Telthggal  ,  den  Transmigrasi  RI  Nomor  1  Tahun  2015
tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa;

22.  Pelmendesa PDTI` Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ftioritas
Pengguman Dana Desa Tahun 2022;

23.  Peraturan         Menteri         Keuangan         RI         Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;



24.  Peratl- Bupeti Mindka Nomor 2 Tahun 2022  tentang
Tatacara    Pemhagian   dan   Penetapan    Rincian   Dana
Kanpurng Setiap Kanipung di Kabupaten rmmika Tahun
Anggarm 2022;

25.  Perafurm Bupa.ti MiDiika Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Tatacara Pengalohasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan
Alokasi Dana Kampung Tahun 2022;

26.  Peratur.ari Bupati Minika Nomor   9 Tahun 2022 Tentang
Tatac€Lra Pengetolaan Keuangan Desa Tchun 2022;

27.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 Tentang
Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022;

MEMUTUSEN

Menetapha             : PBRATtmAH XAIptma KADon.ATA trENTAHG
RENCAVA IDRIA REnBAttGUHAH IEAI]DURTG (REPHi
"- 2021

BABI

Im'IENTUAN UMUM

PASJEL  1

Daha Peraturan Kepala Kanpung ini yang dimaksud dengan :
a.    Pemerintah adalch pemerintah pusat;
b.    Daerah adalah Kabupaten Mimika;
c.    Pemerintali Daerah adalah pemeintch Kabupaten Mimika;
d.   Distrik &dalah wflayah Kerja Kepala Distrik sebagai peran8kat Daemh;
e.    Kaxpung  adahh  kecatuan  masyarakat  hulmm yang  memnild  keweriangan

untrck    mengatur    dan    mengurus    kepentingan    masyanhat    setempat
bcrdaarkan asal-usul dan adat istindat setempat yang diakui dengan Sistem
Pemelintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Mimjka;

f.    Pemelintah  Kanpung  ada]ah  kegiatan  pemerintahan  yang  diakukan  oleh
Pemerintahan Kampung den Bndan Pemueyawaratan Kampung;

9.    Pemerintahan Kampung adalah Kepa]a Kampung dan Peranglmt Kampung;
h.   Kepala Karnpung adalah Kepala Kampung Kadun Jaya;
i.    Peran9kat Kanpung  ndalah  pelcksanaan  Pemerintah  Kanpung yang  terdiri

deri urisur star, unsur pelaksana, dan unsur wilayah;

j.    Badan  Musyawanih  Kampung  yang  selanjutnya  disebut  Bamuskam  adalah
perwa]rilan   yang   tezidiri   atas   pemuha-pemuha   masyarakat  yang   nda   di
ka]npung  yang  berfungst  mengayomi  adat  istiadat,   membuat  Peraturan



Kanpung,  menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
melafuhanpengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintahkampung;

k.   Iiembaga  kenraryarakaun  edafah  lembaga  kennyarakatan  yang  ada  di
Kanpungdibentukolehwargamaeyarfutberdasar]quPeratunnPerundang-
undangan  yang  behaku  data  upaya  nemberdayakan  masyarahat  yang
merupakan    mitra    Pemerintah    Kampung    delam    aspek    perencanaan,
peELsan-' dan    pengendalian    pembangunan    yang    bertunpu    pada
masyaraJmt;

1.    Peraturan Kanpung adalah Peraturan permdang-undangan yang dibuat oleh
Badan Muayawanh Kampung bersama Kepala Kampung;

in.  Perat-i Kepch Kampurng ndalah Keputusan yang ditetapkan oleh Ffepala
Kampurng t]alk yang bersifat mengatur maupun penetapan;

n.   RPJMKanpung adalali  Rencam  Pembangunan Jangha  Menengah  Kanpung
(RPJMKanp) dalam jan8ka waktu 6 (enam) tahunan;

o.    RKPKanpung adahi Rencana Ken.a Pembangumn Kampung Tchunan;
p.   APBK adalah Anggaran pendapatan Belanja Kampung;
q.    ADK adalah Alokasi Dana Kampung;
r`    Visi adalch ganbaran tentang kondisi ideal kampung yang diinginkan;
s.    Misi adalch penyataan tentang sesuatu yang hanis dilaksanakan sehingga Visi

dapat terwujud secara efektif den efisien;

BAB 11

slsTEMAnKA pBNyusuNAN RKPK
PASAL 2

(1) Rencarm Kcria Pembangunan Kampung q2KPK) Kadun Jaya tahun 2022
disusun dengan sistematilra sebagai berikut :

a.   BAGIAN   I        : PENCIANTAR

>   Pendchuluan
>   DaarHukum
>   'I\ijuan dan Manfaat
>   Visi dan Misi Kanpung

b.   BAGIAN  n      : GAMBARAN UMUM REBUAKAN KEUANGAN KAMpuNG
>   Kebijakan pendapatan Kanpung
>   Kebijakan Bclanja Kanpung

c.   BAGIAN nl      : RUMusAN PRIORITAS MASALAII



>   Identifikasi Masa]ah pembangunan Tahun
sebelumnya

>   Identifikasi MasaJch berdasarkan RPJMKanpung
>   Identifikasi Masalah berdasgrkan Frioritas

Kebijakan Pemhangumn Kampung
>   Identifikei Masolah berdasarhan AnaHsa Kf2adann
-D-t

d.   BAGIAI  IV    :  RUMusAN rmloRITAS KEELIAKAN PROGRAM
>   Phoritas P]ngm]n dan Kegiatan shala Kampung
>   Prinritas Program den Kegiatan shala Distrik
>   Pagu indmtif program dan kegiatan masing-

masing bidang

e.   BAGIAN  V      :PENUTUP

(2) ISI  Rencana Kelja Pembangunan Kampung qexpK)  tahun 2022  sehagainana
tercantun   dalan   lanpiran   I   dan   11   Peratumn   Kepala   Kampung  yang
merupakan  catu  kesrfuan  yang  utuh  yang  tidck  drpat  dipisahkan  dad
Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

RKPK  Tahun   2022   merupakan  landasan  dan  pedoman   bagi  Penerintah
Kampung dan Banuskam dala]n melakeanahan pembangunan kampung tahun
2021;

Prd4
Berdaarkan      Peraturan      Kepala      Kampung      ini     yang      selanjutnya
disusun/dimasukkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Kampung
(APBK) tahun Anggaran 2022;

Pasal 5

Pelaksaman    pembangunan    tersebut    dilaksanakan    secara    transparan,
partisipatif dan ahatabel oleh Pemegang Kelnmsaan Pengeloha Keunngan Desa
PKPKD)  ataupun  Pelaksam  Telmis  Pengelch Keuangan  Desa  {F'IPKD)  atau
komprnen masyamkat laimya dengan menggumhan anggaran lainnya dengan
penggunaan cam melalui/dibuat RA13 qtencana Anggaran Biaya)

Paal 6
Hal-hal yang  belun  diatur dalam  Peraturan  Kepala Kampung ini,  sepapjang
mengend teh:this pelaksamannya djatur lebih lanjut oleh Kepala Kampung.

Pasal 7



PeraturanKepchmmpunginimulaiberlakusejaktanggalditetapkan


